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DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
        

 
Menimbang :  a. bahwa untuk membantu golongan masyarakat berpenghasilan 

rendah dalam mendapatkan rumah/tempat tinggal yang layak dan 
memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau, Pemerintah 
memprogramkan bantuan perumahan dengan dukungan fasilitas 
kredit bersubsidi.  

  b. bahwa sejalan dengan diterbitkannya pengaturan tentang 
Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan dukungan Fasilitas 
Subsidi Perumahan  dan Pedoman Teknis Pembangunan Rumah 
Sederhana Sehat (Rs Sehat), perlu diadakan penyempurnaan 
Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman nomor: 
36/KPTS/DM/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Standar 
Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Selisih 
Bunga Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat 
Sederhana (KP-RS/RSS) 

   c. bahwa dalam rangka untuk memenuhi butir (a) dan (b), serta untuk 
memperlancar dan mengendalikan pelaksanaan program kredit 
bersubsidi untuk perumahan tersebut, maka perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan 
Permukiman. 

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman; 

b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002  tanggal 24 Desember 2002, 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2003; 

c. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tanggal 9 Agustus 2001 
tentang Susunan Kabinet Gotong Royong; 

d. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tanggal 13 September 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Departemen; 

e. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 
01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kimpraswil; 



 

f. Keputusan Presiden No. 74/M tahun 2002 tanggal 23 April 2002 
tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen 
Kimpraswil; 

g. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 
403/KPTS/M/2002 tanggal 2 Desember 2002, tentang Pedoman 
Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat); 

h. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 
24/KPTS/M/2003 tanggal 06 Pebruari 2003 tentang Pengadaan 
Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi 
Perumahan. 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan :  Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman 
tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan 
Program Kredit Bersubsidi Untuk Perumahan. 

Pertama :  Proses verifikasi, pencairan dana, dan monitoring pelaksanaan 
program kredit bersubsidi untuk perumahan, menggunakan tata 
cara yang tertuang dalam Standar  Operasional dan Prosedur 
Pelaksanaan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan. 

Kedua :  Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Kredit 
Bersubsidi untuk Perumahan sebagaimana diktum pertama menjadi 
lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat 
Keputusan ini.  

Ketiga :  Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal 
Perumahan dan Permukiman nomor: 36/KPTS/DM/2002 tanggal 23 
April 2002 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan 
Program Bantuan Selisih Bunga Kredit Pemilikan Rumah 
Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KP-RS/RSS) dinyatakan masih 
berlaku sampai dengan 31 Juli 2003.  

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana 
dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam 
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

DITETAPKAN DI  : J A K A R T A 

PADA TANGGAL : 11 Pebruari 2003                   

                                  Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman    
    

 

                      
                                                                                                               

                            Ir. Aca Sugandhy, MSc 
                                                            NIP. 110010958  
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (sebagai laporan) 
2. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan RI 
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran 
5. Direktur PA II, Ditjen Anggaran 
6. Direktur Pembinaan Perbendaharaan Negara, Ditjen. Anggaran 
7. Para Anggota Tim Verifikasi 
8. Bank/Lembaga Keuangan Non Bank/Koperasi  Pelaksana. 



 

Lampiran  : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman  
Nomor  : 10/KPTS/DM/2003 
Tanggal : 11 Pebruari 2003 
 

 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KREDIT BERSUBSIDI UNTUK PERUMAHAN 

 
I. Pendahuluan 

Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan rumah dan sebagai perwujudan 
kebijakan Pemerintah untuk memfasiltasi penyediaan rumah/tempat tinggal yang 
layak dan memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah 
memprogramkan bantuan perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi. 
Pelaksanaan program tersebut melibatkan dunia perbankan, lembaga keuangan non 
bank dan koperasi, dan diatur dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 
Wilayah. 

II. Informasi pokok yang perlu diketahui 

1. Ketentuan Pengadaan Bantuan Perumahan Dengan Dukungan Fasilitas 
Kredit Bersubsidi  

Kredit Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan 
rendah yang dapat berupa:  

i)  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi , untuk memfasilitasi pemilikan 
atau pembelian Rs Sehat/RSH yang dibangun pengembang;   

ii)  Kredit Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya Milik (KPRS) 
Bersubsidi, memfasilitasi pembangunan atau perbaikan Rs Sehat/RSH 
secara swadaya oleh masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok 
dalam wadah koperasi.  

Masing-masing bentuk Kredit Subsidi tersebut, mempunyai dua pilihan skim subsidi 
berupa: a) Subsidi Selisih Bunga, atau b) Subsidi Uang Muka/Membangun Rumah. 

2. Institusi Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan 
Perumahan Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Bersubsidi 

Pelaksanaan program bantuan perumahan dengan dukungan fasilitas kredit 
bersubsidi melibatkan: Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (DJ PERKIM), 
Direktorat Jenderal Anggaran/Departemen Keuangan (DJA), dan Bank/Lembaga 
Keuangan Non Bank/Koperasi (Bank/LKNB/Kop). 
DJ PERKIM dan DJA berperan dalam hal pengendalian (monitoring, evaluasi, dan 
tindak turun tangan), proses verifikasi (verifikasi tahap pertama dan kedua); DJA 
secara khusus memproses pencairan dana subsidi; Bank/LKNB/Kop berperan dalam 
penerbitan kredit perumahan bersubsidi (KPR/KPRS). 



 

3. Proses Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Dengan Dukungan 
Fasilitas Kredit Bersubsidi  

Proses yang dilakukan untuk melaksanakan program bantuan perumahan dengan 
dukungan fasilitas kredit bersubsidi, meliputi: 

a. DJ PERKIM memberitahukan kepada Bank/LKNB/Kop tentang program bantuan 
perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi, sekaligus memberikan 
kesempatan untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan ikut dalam program 
bantuan perumahan tersebut. 

b. Bank/LKNB/Kop yang berminat, mengajukan kesediaan dan pernyataan 
kesanggupan untuk menerbitkan kredit perumahan bersubsidi (KPR/KPRS). 

c. Atas dasar surat kesanggupan dari Bank/LKNB/Kop, DJ PERKIM dengan 
Bank/LKNB/Kop mengadakan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program 
Bantuan Perumahan dengan dukungan Fasilitas Kredit Bersubsidi yang 
didalamnya memuat rencana pelaksanaan dan besaran dana bantuan perumahan 
kredit bersubsidi.  

d. Bank/LKNB/Kop mengajukan permintaan verifikasi kepada DJ PERKIM setiap saat 
dalam tahun anggaran berjalan terhadap KPR/KPRS Bersubsidi yang telah 
diterbitkan,. Selanjutnya Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan dan membuat 
berita acara verifikasi.  

e. Selanjutnya Bank/LKNB/Kop Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran 
kepada DJA dengan tembusan kepada DJ PERKIM yang dilampiri berita acara 
verifikasi dan data realisasi debitur yang sudah diperbaiki.  

f. Atas dasar point (e) DJA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada 
Bank/LKNB/Kop Pelaksana, dengan memindah bukukan dana dari rekening 
Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro Bank/LKNB/Kop Pelaksana, sesuai 
dengan usulan permintaan pembayaran dari Bank/LKNB/Kop Pelaksana yang 
disetujui.  

III. Ketentuan-ketentuan untuk Bank/LKNB.Kop. Sebagai Pelaksana Program 
Bantuan Perumahan Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Bersubsidi 

 1. Pelaporan   

 Bank/LKNB/Kop Pelaksana wajib, membuat laporan pelaksanaan program bantuan 
perumahan, sebagai berikut: 

a. Rencana Pelaksanaan: Laporan yang berisi rencana pelaksanaan program bantuan 
perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi (Format A), disampaikan 
sebulan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani.  

b. Realisasi Pelaksanaan: Laporan yang berisi realisasi pelaksanaan kumulatif 
program bantuan perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi   
(Format B), disampaikan setiap 2 (dua) bulan sekali kepada DJ PERKIM dan DJA 
paling lambat setiap tanggal 10. 

 2. Mekanisme Pencairan Dana Subsidi Perumahan. 

 Pencairan Dana Subsidi KPR/KPRS dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun 
anggaran berjalan. Secara lengkap mekanisme pencairan dana program bantuan 
perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi diatur berdasarkan tahapan-
tahapan seperti berikut: 



 

a) Permohonan pencairan dana subsidi KPR/KPRS diawali dengan penyampaian surat 
permintaan verifikasi (Format C1) kepada DJ PERKIM dengan dilampiri daftar 
realisasi debitur (Format D) penerima bantuan perumahan sesuai penerbitan akad 
kredit yang dilakukan oleh Bank/LKNB/Kop Pelaksana.  

b) Berdasarkan point a) tersebut di atas, Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ 
pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian kualifikasi debitur 
penerima bantuan di lokasi Bank/LKNB/Kop Pelaksana.  

c) Hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita 
Acara Verifikasi sesuai Format E dengan dilampiri perbaikan Format D dibuat 
rangkap 4 (empat), 1 (satu) lembar untuk DJ PERKIM, 1 (satu) lembar untuk DJA 
dan 2 (dua) lembar untuk Bank/LKNB/Kop Pelaksana.  

d) Bank/LKNB/Kop Pelaksana mengajukan usulan pencairan dana subsidi kepada 
DJA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : 

i.  Surat permohonan pencairan dana (Format C2) 

ii.  Format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi)  

iii. Berita Acara Verifikasi (Format E). 

e) Berdasarkan point d), DJA mengeluarkan surat persetujuan pembayaran dan  
memindah bukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening 
Giro Bank/LKNB/Kop Pelaksana. 

Bagan alir mekanisme pencairan dana subsidi ditunjukkan pada Gambar 1. 

IV. Ketentuan-ketentuan Untuk Tim Verifikasi 

Tim Verifikasi (Tim) merupakan Tim Gabungan yang diberi wewenang untuk 
melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan  wakil dari DJ PERKIM dan DJA. 

Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi adalah melaksanakan pemeriksaan/ 
pengecekan  kelengkapan dan kebenaran dokumen serta kesesuaian kualifikasi 
debitur penerima bantuan. 

Verifikasi terdiri dari dua tahap:  

i)  Verifikasi Tahap Pertama, yaitu verifikasi administratif  dilakukan setiap saat 
sepanjang tahun anggaran berjalan ditempat lokasi Bank/LKNB/Kop Pelaksana, 
yang meliputi pengecekan ke lengkapan dan kebenaran serta kesesuaian 
kualifikasi debitur penerima bantuan.   

ii)  Verifikasi Tahap Kedua, yaitu  kegiatan monitoring dan evaluasi  lapangan yang 
mencakup kegiatan pengecekan secara acak terhadap kesesuaian kualifikasi 
debitur penerima bantuan dan spesifikasi standar teknis Rumah Sederhana 
Sehat (Rs Sehat/RSH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

1.  Pelaksanaan Tugas Verifikasi Tahap Pertama (Verifikasi Administrasi) 

a) Tujuan Verifikasi Tahap Pertama:  

 Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang disyaratkan 
serta kesesuaian kualifikasi debitur penerima subsidi, dari daftar debitur penerima 
subsidi yang diajukan oleh Bank/LKNB/Kop Pelaksana. 

 



 

b) Lingkup Tugas Tim (Verifikasi Tahap Pertama):  

i)  Memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut: 

(1) Surat Akad Kredit 

(2) Surat pernyataan belum memiliki rumah sendiri dari RT/RW. 

(3) Surat keterangan penghasilan dari atasan tempat bekerja atau RT/RW 
atau Lurah. 

ii)  Memeriksa kesesuaian penghasilan penerima bantuan (debitur) perbulan 
dengan batasan maksimal penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   

iii)  Memeriksa nilai dana subsidi yang diberikan kepada debitur, apakah sudah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

iv) Mengeluarkan debitur dari daftar Format D sebagai  penerima subsidi apabila 
point i) dan ii)  tidak terpenuhi.  

v) Membuat Berita Acara Verifikasi (Format E) rangkap 4 (empat) berdasarkan 
perbaikan daftar debitur sesuai format D  hasil verifikasi, yaitu besaran subsidi 
untuk setiap kelompok sasaran. 

c) Anggota Tim akan dilengkapi dengan surat tugas oleh Pimpinan dari DJ PERKIM 
dan atau DJA pada saat menjalankan tugas verifikasi.  

d) Verifikasi dilakukan di tempat Bank/LKNB/Kop Pelaksana berada.  

Proses Verifikasi Tahap Pertama diperlihatkan pada  Gambar 1. 

2. Pelaksanaan Tugas Verifikasi Tahap Kedua (Verifikasi Lapangan) 

Verifikasi Tahap Kedua dilaksanakan maksimal sebanyak tiga kali dalam masa 
subsidi/program. Pelaksanaan verifikasi tahap kedua juga dapat dilaksanakan 
bersamaan dengan verifikasi tahap pertama.  

a) Tujuan Verifikasi Tahap Kedua: 

 Pemeriksaan lapangan guna mencocokkan data-data debitur (Format D) dengan 
spesifikasi teknis tipe rumah yang dibeli. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 
wawancara terhadap penerima bantuan dan pengamatan kondisi fisik bangunan. 

b) Lingkup Tugas Tim (Verifikasi Tahap Kedua): 

i)  Berdasarkan surat penugasan yang diterima, memberitahukan jadwal 
kedatangan tim untuk melaksanakan verifikasi tahap kedua kepada 
Bank/LKNB/Kop Pelaksana. 

ii)  Bersama pihak Bank/LKNB/Kop Pelaksana melakukan pengecekan kualitas 
bangunan di beberapa lokasi perumahan yang dipilih oleh tim, dan menemui 
pemilik rumah. 

iii)  Wawancara dengan penerima bantuan yang meliputi: nama, pekerjaan, 
penghasilan per-bulan, tipe rumah yang dibeli, jumlah rumah dimiliki.  

iv) Pengamatan terhadap fisik bangunan, yaitu: tipe rumah, spesifikasi teknis 
bangunan. 

v) Membuat laporan tentang hasil verifikasi tahap kedua dan melaporkan kepada 
DJ PERKIM dan DJA. 

Proses Verifikasi Tahap Kedua diperlihatkan pada Gambar 2. 

 



 

V. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian. 

 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program bantuan perumahan 
dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi dilakukan oleh Tim Verifikasi selama masa 
subsidi, meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a) Atas dasar hasil verifikasi dan laporan bulanan, DJ PERKIM dan DJA mengadakan 
kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan program bantuan perumahan dengan 
dukungan fasilitas kredit bersubsidi. 

b) Hasil kegiatan evaluasi berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak 
turun tangan atas kinerja  pelaksanaan program dan atau penyimpangan yang 
terjadi.  

c) Tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan dilaksanakan oleh pejabat yang 
berwenang dengan cara melalui surat dan atau pertemuan pembahasan dengan 
Bank/LKNB/Kop Pelaksana. 

d) Pada akhir bulan Agustus dari tahun anggaran berjalan akan dilakukan evaluasi 
menyeluruh oleh DJ PERKIM dan DJA  terhadap kinerja pelaksanaan program 
bantuan perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi. Hasil evaluasi 
tersebut menjadi dasar pertimbangan realokasi program bantuan perumahan 
dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi.  

e) Setelah masa tugas Tim Verifikasi selesai, tugas monitoring akan terus dilanjutkan 
dan menjadi tugas rutin DJ PERKIM. 

Bagan alir mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian diperlihatkan pada 
Gambar 2. 

VI. Penutup 

 Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mendukung keberhasilan 
pelaksanaan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan dan bersifat mengikat 
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut. 

 
Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman 

 
 
 
 
    
               
 
 
 
 
                        Ir. Aca Sugandhy, MSc       
                   NIP. 110010958   
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Rencana Pelaksanaan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Format A
Bank Pelaksana :
Tahun Anggaran : 2003

Rp. 1.000

No.
Kelompok 
Sasaran

Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi
1

2

3

…………., ……, …………………, 2003

        (…………... ……………)

Bank/Lembaga Non 
Bank/Koperasi

Tahun Anggaran 2003

September Oktober NopemberApril Juni AgustusJuli
Total Rencana

Total

I

II

III



 

 
 
 
 

Realisasi Pelaksanaan Program Kredit Bersubsidi Untuk Perumahan
Bank Pelaksana :
Tahun Anggaran : 2003
Status : 

No.
Kelompok 
Sasaran

Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi Unit Subsidi % %
1

2

3

…………., ……, …………………, 2003

        (…………... …………………………..)

I

II

      Bank/Lembaga Keuangan Non 
Bank/Koperasi

AgustusJuli

Total

III

Format B

Tahun Anggaran 2003

September Oktober NopemberApril Juni

Rp. 1.000
Realisasi Kumulatif 

s/d (bulan)



 

 

Format C1 
Kop Surat Bank/LKNB.Kop. Pelaksana 

 
(contoh surat pengantar permintaan verifikasi) 

 
 

………….,     ………… 2002 
Nomor  :      
Lampiran : 

 
Kepada Yth: 
Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman 
Departemen Kimpraswil 
Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 
 
Perihal :  Verifikasi Realisasi Debitur  Penerima  KPR/KPRS Bersubsidi Tahun  2003  
 

 Menunjuk Kesepakatan Bersama antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan 
……………… dalam rangka Pelaksanaan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan tahun anggaran 
2003 nomor: ……………… dan nomor: …………………, tanggal …………………. bersama ini kami 
sampaikan beberapa hal berikut: 

 

1. Bank ……… telah melaksanakan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan periode …………. 
2003 sebagai berikut: 

 
 

Kelompok  
Sasaran 

Jumlah Rumah 
(KK/Unit) 

Dana bantuan 
(Subsidi) Rp. 

I 
  

II 
  

III 
  

Total   

 
 

2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama di atas dengan ini kami mohon perkenan Bapak 
menugaskan Tim Verifikasi Gabungan untuk melakukan verifikasi administrasi atas realisasi 
pelaksanaan program kredit bersubsidi sebagaimana terlampir. 

 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih 

 
 
            DIREKSI/DIREKTUR 
      Bank/Lembaga Keuangan Non Bank/Koperasi 
 
 
 
 
              (………………………)  
  
Tembusan Kepada Yth: 
1. Direktur PA2, Ditjen. Anggaran 
2. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara, Ditjen. Anggaran 
3. Direktur Pembiayaan Perumahan, Ditjen. PERKIM 



 

       
          Format C2 

Kop Surat Bank/LKNB.Kop. Pelaksana 
 

(contoh surat pengantar permohonan pencairan dana) 
 

 
………….,     ………… 2002 

Nomor  :      
Lampiran :      
 

Kepada Yth: 

Direktur Jenderal Anggaran 
Departemen Keuangan RI 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 
Jakarta Pusat 

Perihal  : Permohonan Pencairan dana bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2003 

 

 Sehubungan dengan telah selesainya verifikasi administrasi yang diadakan pada tanggal, …, 
………….. 2003, maka dengan ini kami mengajukan pencairan dana bantuan Kredit Bersubsidi untuk 
Perumahan tahun 2003 sebesar Rp. …………. dengan rincian sebagai berikut: 

 
Kelompok  
Sasaran 

Jumlah Rumah 
(KK/Unit) 

Dana 
bantuan 

(Subsidi) Rp. 

I 
  

II 
  

III 
  

Total   

  
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan pula nomor rekening kami untuk menerima 
dana tersebut, sebagai berikut: 

 
- Bank   : …………. 
- Nama rekening : ……..….. 
- Nomor rekening : …………. 
 
Terlampir kami sertakan Berita Acara Verifikasi (Format E) dan Daftar Realisasi Debitur Program 
Bantuan Kredit Bersubsidi  untuk Perumahan (Format D) 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 
 
 
               DIREKSI/DIREKTUR 
      Bank/Lembaga Keuangan Non Bank/Koperasi 
 
 
 
              (………………………)  
Tembusan Kepada Yth: 
1. Direktur PA2, Ditjen. Anggaran 
2. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara, Ditjen. Anggaran 
3. Direktur Pembiayaan Perumahan, Ditjen. PERKIM



 

 

Format E 

Daftar Realisasi Debitur Program Kredit Bersubsidi Untuk Perumahan TA. 2003    KPR Bersubsidi *) Format D

Bank Pelaksana :

Bulan Transaksi :

No.

Bng. Tanah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Keterangan: ................, ........  .............................., 2003

Kolom 1 : Nomor urut debitur

Kolom 2 : Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah yang dibeli Bank/Lembaga Non Bank/Koperasi

Kolom 3 : Nama pengembang yang membangun rumah dan lokasi rumah

Kolom 4 : Nama debitur pengambil kredit perumahan

Kolom 5 : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) 

Kolom 6 : Penghasilan maksimum debitur, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kantor/lurah/kecamatan (.................................)

Kolom 7 : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan Bank Pelaksana

Kolom 8 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit

Kolom 9 : Harga rumah yang dibeli oleh debitur

Kolom 10 : Uang muka yang harus dibayar debitur

Kolom 11 : Nilai KPR yang diberikan kepada debitur

Kolom 12 : Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun)

Kolom 13 : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3 ( 1. Selisih Bunga; 2. Uang Muka; 3. Membangun Rumah)

Kolom 14 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah

Kolom 15 : Jenis rumah, diisi RT,R1/2T, RKP, RKBP ( RT= Rumah Tembok; R1/2T= Rumah 1/2 Tembok; RKP= Rumah Kayu Panggung; RKBP= Rumah Kayu Bukan Panggung)

Kolom 16 : Tipe rumah diisi RIT-1, RIT-2, RsS-1, RsS2 

Kolom 17 : Luas bangunan dari rumah yang dibeli

Kolom 18 : Luas tanah dari rumah yang dibeli

*) : Pilih salah satu

Subsidi

Besaran 
(Rp.)

Skim

   KPRS Bersubsidi *)

Kota/ 
Kabupaten

Data Debitur

Tanggal 
Akad

Pengembang 
Lokasi Nama 

Debitur
PenghasilanPekerjaan

Nomor 
Kredit

Luas (m2)

Data RumahInformasi KreditPerjanjian Kredit

Tenor 
(th)

Jenis 
Rumah

Tipe 
Rumah

Harga Rumah 
(Rp.)

Uang Muka 
(Rp)

Nilai KPR (Rp.)



 

 

Format E 
BERITA ACARA 

VERIFIKASI TAHAP …….. 
PERMOHONAN PENARIKAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN 

 
Pada hari ini, tanggal …………….. 2003, kami yang bertandatangan di bawah ini: 

 
1. Nama  : 
 Jabatan  :  
 Alamat Kantor : 
 
2. Nama  : 
 Jabatan  :  
 Alamat Kantor : 
 
3. Nama  : 
 Jabatan  :  
 Alamat Kantor : 
 
4. Nama  : 
 Jabatan  :  
 Alamat Kantor : 
 
 
1. Tim Verifikasi dan Pihak bank secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan 

dan kebenaran dokumen akad kredit sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi 
perumahan seperti pada format A yang diajukan oleh Pihak Bank. 

2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi 
perumahan sebagai berikut: 

Kelompok Sasaran Jumlah Rumah (KK/Unit) Dana Bantuan (Subsidi) Rp. 

Kelompok Sasaran I   

Kelompok Sasaran II   

Kelompok sasaran III   

Total   

  

3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau 
ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank. 

4. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

                    Tim Verifikasi:     Pihak 

  Bank/Lembaga Keuangan Non Bank/Koperasi 

 

(…………………………..)    (……………………………..) 

 

                              (……….…………………) 

 

 

   (……………………………) 



 

 

Lampiran Format E 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2002 

 

Keterangan : Merupakan Rekapitulasi dari Format D. 

  

 

 
 

K P R K P R S 

Selisih Bunga Uang Muka Selisih Bunga Membangun Rumah No Kelompok 
sasaran 

Unit/KK Dana (Rp. 103) Unit/KK Dana (Rp. 103) Unit/KK Dana (Rp. 103) Unit/KK Dana (Rp. 103) 

TOTAL 

1 I          

2 II          

3 III          

TOTAL          


